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ABSTRAK 

Pengaturan hukum tentang tanah secara umum di Indonesia diatur 
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria 
pemilikan tanah dengan titel hak milik hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara 
Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Pokok Agraria telah menutup 
kemungkinan bagi Warga Negara Asing untuk mempunyai hak milik atas tanah 
di Indonesia. Hal ini menyebabkan Warga Negara Asing yang ingin memiliki 
tanah di Indonesia meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk 
pencantuman nama di sertipikat hak atas tanah melalui nominee agreement. 

Masalah hukum yang timbul dari kasus yang diteliti oleh penulis adalah 
apakah Nyonya C dan D masih perlu mengajukan Permohonan Penetapan 
Pengadilan terkait terdapatnya ahli waris dibawah umur dalam pengalihan objek 
waris kepada pihak lain dan jenis peralihan hak atas tanah apakah yang 
direkomendasikan dalam kasus tersebut. 

Penulis menyimpulkan bahwa tindakan hukum yang harus dilakukan 
oleh Nyonya C, adalah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk 
mendapatkan Penetapan Wali dalam mengalihkan objek waris kepada Nyonya B 
melalui hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasak 1666 sampai dengan Pasal 
1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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ABSTRACT 

Legal arrangement on land in Indonesia is generally regulated by Law 
No. 5 of 1960 on the Agrarian Law Principles. According to Article 9 of the 
Basic Agrarian Law, the ownership of land along with the title of property rights 
can only be owned by Indonesian citizens. Thus, the Agrarian Law Principles 
has the possibility for foreign citizens to have property rights over the land in 
Indonesia. It leads to foreign citizens who want to own land in Indonesia could 
borrow the name of an Indonesian citizen for the inclusion of names in the 
certificate of land through a nominee agreement. 

Legal issue arising from the cases studied by the author is whether Mrs. 
C and D still need to propose an application of Court Decision related to the 
existence of the minor heirs in the transfer of heirship to the other party and 
what type of transfer of land is recommended in such cases. 

The authors conclude that legal action which should be carried out by 
Mrs C, is to propose an application of Court Decision in order to obtain 
Determination of Capacity in transferring of heriship to Mrs B through grants 
as stipulated in Article 1666 to Article 1693 of the Indonesian Civil Code. 

  

 Keyword: Property Rights and Transition in Land, Nominee Agreement, Court 
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